PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 184/UNLA/FH/PP/X1/2023
Nomor: 680/K/C-3/FH-UPS/X1/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal 17 (tujuh belas). bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga

(17-11-2023), bertempat di Bandung, telah disepakati adanya Perjanjian Kerja Sama antara:

L. Dr. Eni Dasuki Suhardini., S.H., M.H.

IL. Dr. Achmad Irwan Hamzani, M.Ag.

: Dekan Fakultas Hukum Universitas

Langlangbuana, diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Yayasan Pendidikan Tri Bhnlm
Langlangbuana Nomor
SKEP/065/YPTBL/V/2023 tanggal 10 Mci
2023  Tentang Pengangkatan Dekan
Fakultas Hukum Universitas
Langlangbuana A/n. Dr. Eni Dasuki
Subardini, S.H.M.H dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Fakultas
Hukum  Universitas  Langlangbuana,
berkedudukan di Jalan Karapitan No. 116
Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

: Dekan Fakultas Hukum Universitas

Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Hukum
Universitas ~ Pancasakti  Tegal  dan
berkedudukan Jalan Halmahera KM. 01,
Tegal Jawa Tengah, selanjutaya disebut
schagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama discbut sebagai
PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu mencrangkan hal-hal

sebagai berikut:

Paraf :
Pihak Pertama : , Pihak Kedua :

Halaman | dari 7 halaman



. PIHAK PERTAMA adalah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan
yang berdiri di bawah Perguruan Tinggi Swasta Universitas Langlangbuana, yang memiliki
kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat.

. PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan
yang berdiri di bawah Perguruan Tinggi Swasta Universitas Pancasakti Tegal, yang memiliki
kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat.

. PARA PIHAK scpakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Penyelenggaraan Tridharma
Perguruan Tinggi antara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan Fakultas Hukum
Universitas Pancasakti Tegal, Kesepakatan ini berdasarkan pada Nota Kesepahaman antara
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL (UPS) dan UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
(UNLA) Nomor 3084/UNLA/R/KL/X1/2023 dan Nomor 093/KS/C-3/UPS/X1/2023 tentang
Kerja Sama Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan masing-
masing, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan
Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) yang diatur dengan ketentuan
sebagai berikut.

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 253)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 47);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Nota Kesepahaman Universitas Langlangbuana (UNLA) dengan Universitas Pancasakti
Tegal (UPS) Nomor 3084/UNLA/R/KL/X1/2023 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan
Tridharma Perguruan Tinggi.
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Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan olch PARA PIHAK dengan tujuan :
1. Mempererat hubungan kelembagaan, kemitraan, dan saling memberi manfaat antar
PARA PIHAK, dalam melaksanakan program di bidang Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan mutu dan aksesibilitas Pendidikan;
3. Mengembangkan Program Pendidikan yang inovatif sesuai kebutuhan masyarakat dan
4. Memperluas jaringan kerja sama dalam hal penclitian, publikasi ilmiah, dan
pengembangan Sumber Daya Manusia.
Pasal 3
ASAS
Perjanjian Kerja Sama ini berasaskan pada itikad baik, saling percaya, saling memperhatikan,
sama derajat, saling membanty, saling menghormati, saling mendapatkan manfaal, dengan
tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku dan profesional untuk mencapai hasil
kinerja yang maksimal.
Pasal 4
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a, Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Memberikan Kesempatan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam implementasi
program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);

b. Program Pengabdian Bersama
Memberikan kesempatan baik bagi para dosen maupun mahasiswa PARA PIHAK untuk
melaksanakan kolaborasi dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.

¢. Program Penelitian Bersama
Memberikan kesempatan baik bagi para dosen maupun mahasiswa PARA PIHAK untuk
melaksanakan kolaborasi dalam bidang Penelitian.

d. Program Publikasi
Memberikan kesempatan untuk PARA PIHAK agar dapat mempublikasikan artike! hasil
penelitian dan pengabdian pada Jurnal Pihak lainnya.

Pasal 6
PELAKSANAAN
(1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paraf :
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(2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir ketentuan Perjanjian
Kerja Sama ini.

(3) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai
dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

(4) PARA PIHAK menyusun rencana kerja atau fimeline pelaksanaan kegiatan kerja sama
dan indikator monitoring dan evaluasi sebagai acuan dalam pelaksanaan program
sclambat-lambatnys 14 (empat belas) hari setelah Perjanjian Kerja Sama ini
ditandatangani,

(5) Setiap kegiatan yang disepakati olch PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan
dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan
mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang
dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. Berhak untuk mendapatkan kesempatan kerja sama dalam mengimplementasikan
Program MBKM dengan PIHAK KEDUA;

b. Berhak untuk dapat kerja sama dengan dosen dan/atau mahasiswa PIHAK KEDUA
dalam bidang pengabdian.

¢. Berhak untuk mendapatkan kesempatan mempublikasikan artikel hasil penclitan
dan/atau artikel hasil pengabdian pada jurnal PIHAK KEDUA;

d. Berkewsjiban untuk melakukan kerja sama dalam mengimplementasikan Program
MBKM dengan PIHAK KEDUA;

e. Berkewsjiban untuk memberikan kesempatan kolaborasi kepada dosen dan/atau
mahasiswa PIHAK KEDUA dengan dosen dan/atau mahasiswa PIHAK KESATU
dalam bidang pengabdian dan/atau penelitian;

f. Berkewajiban untuk memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam hal publikasi artikel di
jurnal PIHAK KESATU; dan

2. Berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi bersama dalam hal
pelaksanaan kerja sama dengan PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Berhak untuk mendapatkan kesempatan kerja sama dalam mengimplementasikan
Program MBKM dengan PIHAK KESATU;

b. Berhak untuk dapat kerja sama dengan dosen dan/atau mahasiswa PIHAK KESATU
dalam bidang pengabdian.

c. Berhak untuk mendapatkan kesempatan mempublikasikan artikel hasil penclitan
dan/atau artikel hasil pengabdian pada jumal PIHAK KESATU;

d. Berkewajiban untuk melakukan kerja sama dalam mengimplementasikan Program
MBKM dengan PIHAK KEDUA;

¢. Berkewajiban untuk memberikan kesempatan kolaborasi kepada dosen dan/atau
mahasiswa PIHAK KESATU dengan dosen dan/atau mahasiswa PIHAK KEDUA
dalam bidang pengabdian dan/atau penelitian;

f. Berkewajiban untuk memfasilitasi PIHAK KESATU dalam hal publikasi artikel di
jurnal PIHAK KEDUA; dan

g Berkewnjiban untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi bersama dalam hal

pelaksanaan kerja sama dengan PIHAK KESATU.

Paraf
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Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan
diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PARA PIHAK dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal
ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA
PIHAK.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu scbagaimana dimaksud
pada Pasal 9,

(2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka
terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara
tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu
schagaimana dimaksud pada Pasal 9 apabila salah satu PIHAK lalai atau tidak dapat
melaksanakan salah satu kewsjibannya scbagaimana dimaksud pada Pasal 7.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA

(1) Keadaun memaksa atau Force Majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalsh
peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. bencana alam (gempa, tanah longsor, badai dan banjir);

b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan, kekacauan, dan
kebakaran; dan

¢. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh Pemerintah.

(2) Dalam hal terjadinya Force Majeure, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga
memengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami
keadaan Force Majeure wajib memberitashukan secara tertulis mengenai terjadinya Force
Majeure kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung
sejak terjadinya Force Majeure dimaksud;

(3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima
disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;

(4) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai
dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah Force Majeure berakhir;

Paraf :
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(5)

(1

(2)

(3)

Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran
atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, tetapi hanya merupakan alasan untuk
menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan Force Majeure berakhir.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA
PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
Apabila cara penyelesaian persclisihan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) tidak
membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya
melalui mediasi, yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing akan
menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA
PIHAK.
Apabila perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah untuk
mufakat dan juga tidak melalui mediasi, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan
perselisihannya menurut hukum yang berlaku melalui Pengadilan,

Pasal 13
DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat
kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bandung.

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan

dengan tertulis dan harus di alamatkan kepada masing-masing PIHAK, dengan alamat
sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Tujuan : Dr. Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNLA
Alamat : J1 Karapitan Nomor 116 Kota Bandung
Telepon/HP 1 (022) 4218085 / 081802059988

E-mail : fakultashukumunla@gmail.com
PIHAK KEDUA

Tujuan : Dr. Achmad Irwan Hamzani, M.Ag.
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UPS

Alamat : Jalan Halmahera KM 01 - Tegal, Jawa Tengah
Telepon/ HP : 08122564208

E-mail : ociapancasakti@gmail.com

(2) Setiap pemberitahuan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnys, yang disampaikan

langsung secara lisan atau melalui telepon atau e-mail akan dilanjutkan dan disampaikan
dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.

Paraf ;
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(3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib
memberitahukan secarn tertulis tentang adanya perubahan terscbut kepada PIHAK
lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat
tersebut.

(4) Selama pemberitahuan perihal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum
diterima, maka segala pemberitshuan dari PIHAK yang satu kepada PIHAK lainnya
tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
BEA MATERALI, PAJAK DAN BIAYA LAIN-LAIN
Bea materai, pajak, serta biaya lainnya yang timbul sehubungan adanya Perjanjian Kerja
Sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sccara proporsional, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini atas kesepakatan
PARA PIHAK wajib dibuat dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh PARA
PIHAK dalam suatu perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
Pasal 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapst perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini, akan dirundingkan dan discpakati bersama oleh PARA
PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian
kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 18
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari, tanggal, bulan,
tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua),
masing-masing sama, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi
PARA PIHAK.




